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Gambar.1 wawancara dengan Bapak Agus Purwadi,S.E 

selaku Kepala Desa Muncung 

 

 

Gambar.2 wawancara dengan BPD Desa Muncung 
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Gambar.3 Wawancara dengan Sekertaris Desa dan BPD 

 

 

 

 

 

 

 Gambar.4 wawancara dengan ketua RT Desa Muncung 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.5 dan 6 wawancara dengan Warga Desa Muncung 

 


